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XXXXXXX  XXXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,

gtuhkan putusan dalam perkara

f, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama lIslam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan XXXXXXX XXXXXXX,
tempat kediaman di XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXX XXX XXXX,  XXXX  XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Sulawesi Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan

Tergugat pada tanggal 18 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat
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gtan Xxxxx xxxx berdasarkan
1023009 tanggal 18 Februari

dan Tergugat bertempat
[ XXXXXXXXXX Selama kurang
. pat tinggal ;

hidup sebagaimana layaknya
(satu) orang anak, bernama

- ,..-! @%'r Palu, 23 Februari 2024/4 bulan,

sekarang decgibawalipengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
sejak awal bulan Juni 2023 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah karena :
4.1.Sewaktu Penggugat hamil Tergugat tidak pengertian dengan
keadaan Penggugat dan selalu bertengkar hanya karena
masalah sepele sehingga menyebabkan mental dan fisik
Penggugat terganggu ;
4.2.0rang tua dan saudara kanung Tergugat ikut campur dalam
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4.3. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan “ayo saya
antar kau ke rumah orang tua mu” dan Tergugat juga pernah
mengatakan kepada Penggugat “kau kira saya ini babumu, kau
suruh cari uang sendiri” ;
4.4.Sebagai seorang suami Tergugat tidak bisa menjadi imam
yang baik untuk Penggugat dan anak ;
4.5.Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak dan
Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Februari 2024 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 01 September 2023, dimana
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.‘,‘; ‘gat,hiﬁergu pun rqsnga epada orang tua Penggugat
$hva ' réi}(r%n Wati ketKitass dian di bulan Oktober 2023,
) B k#av%:; : agar mengambil pakaian

: yé xd mah n, tua Tergugat ;
6. Bahw *""./

bat=glari-petasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan

Tergugat berpisah rumah pada tanggal 01 September 2023 sampai
sekarang selama kurang lebih 10 bulan lamanya, dimana Penggugat
yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat

merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
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menasehati Penggugat agar
tetapi tidak berhasil, lalu

sidang tertutup untuk umum

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
SXXXXXXXXXXX  XxxX  berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
7271011022023009 tanggal 18 Februari 2023, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi.
1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
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1 seringllfber isihffdan bertengkar sejak akhir

x-F_-. 5 ;
4 %’rﬂfn pertengkaran Penggugat dan

n
tug#fergugat sering ikut campur dalam

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak September 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih
10 bulan lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena
sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat,

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak
berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bersikeras
untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, agama lIslam, pendidikan S1,

pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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023;

ngg at dah Tergugat bertempat tinggal
(gu ula sampai Penggugat dan

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak awal bulan Juni 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah
Penggugat dan Tergugat dan selalu mengatakan akan
mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
01 September 2023 sampai sekarang sudah berlangsung selama
kurang lebih 10 bulan lamanya,;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;
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}igtnya Pen s yatakan tidak akan mengajukan

mohBABaRISa;

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan
Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan
ketantuan Pasal 82 ayat (1 ) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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falah diubah dengan Undang-
Yhdang Nomor 50 Tahun 2009

srgligat tidak pernah hadir di
A resmi dan patut dan tidak
oleh suatu halangan yang

alasan serta tidak
bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149
Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa karena sewaktu Penggugat hamil Tergugat tidak
pengertian dengan keadaan Penggugat dan selalu bertengkar hanya
karena masalah sepele sehingga menyebabkan mental dan fisik
Penggugat terganggu, orang tua dan saudara kanung Tergugat ikut
campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setiap
kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan “ayo saya antar kau ke rumah
orang tuamu” dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat
“kau kira saya ini babumu, kau suruh cari uang sendiri” sehingga pada
tanggal 01 September 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah
sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang
cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
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arkan oleh Pejabat yang
drai cukup, telah dicap pos
gka alat bukti tersebut telah

2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,
menikah pada tanggal 18 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.BQ);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti
tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal
18 Februari 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut
terrjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti
itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya

akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun
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*L:.., yang benar dan siapa yang

sias perkara ini dianggap telah
i keter}guan 5 aturan Pemerintah Nomor 9
.

| %
E’%QI 116 hur
. i

“Pengol

memiliki ¢ W : Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak-s: i

f) ifelsi Hukum Islam, atau setidak-
'[.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:. Manhaj  al-Thullab, juz VI,

halaman 346 sebagai berikut:

wuolall ade sllo lg=g ] arzg ill ars, pac 2iil slg
Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah
sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)
meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya
(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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7 alam_mieisyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pad& "ﬁ.‘--a-:--'- 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.l., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI., M.H.

Perincian biaya :
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